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PEMERINTAH Kabupaten Banggai seharusnya telah
mengantongi dana Pendatapan Asli Daerah (PAD) sebesar
Rp7,5 miliar pada bulan Januari tahun 2012 ini, jika instansi
terkait mengefektifkan pengawasan material pasir dan batu
(sirtu) yang masuk dalam pembangunan kllang PT Donggi
Senoro (DS) LNG di Desa Uso.

Lemahnya pengawasan sumber daya alam di Kabupaien
Banggai, khususnya di sektor pertambangan nonmigas
adalah sumber kerugian Pemkab Banggai di sektor
pendapatan. Untuk itu, Pemkab Banggai harus
mengefektifkan pengawasan yang ketat, untuk mencegah
para spekulan yang bermain mata dengan subkon-subkon
nakal.

Ketua Komisi C bidang anggaran, DPRD Kapupaten
Banggai, Sukri Djaluman, S.Sos, kemarin (29/1),
mengungkapkan, penyesalannya atas lemahnya
pengawasan dari aparat pemerintah terhadap sirkulasi
pendistribusian sirtu ke perusahaan. Padahal, adanya in-
vestor yang memanfaatkan material sirtu jutaan kubik
adalah potensi pendapatan yang menjanjikan.

Sebanyak satu juta kubik yang dibutuhkan PT DS LNG
dalam membangun mega proyek kilang minyak dan gas
bumi (migas) di Desa Uso, Kecamatan Batui, merupakan
PAD yang besar. ®engan pungutan sebesar Rp7.500
perkubik sesuai Peraturan Daerah (Perda), berarti daerah
seharusnya telah mengantongi dana sebesar Rp7,5 miliar.

Yang masuk ke kas daerah justru hanya pada angka
ratusan juta, hasil penarikan pajak material sirtu dari in-
vestor migas tersebut. Pertanyaannya kata dia, adalah
dimana dana retribusi miliaran rupiah yang lain. Apakah
masuk ke kantong sendiri atau lemahnya pengawasan,
sehingga hasil transaksi pendistribusian sirtu lolos dan
masuk ke kantong para spekulan. '

Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Banggai ini
juga mengatakan, Pemkab Banggai seharusnya segera
menempatkan pegawai di PT DS LNG untuk melakukan
pengawasan pendistribusian sirtu. Dan penempatan
pegawai pengawas harus bergulir dan berjangka waktu
minimal, untuk menghindari nepotisme dan kolusi.

Artinya, pegawai pengawas yang ditempatkan
mengawasi pendistribusian sirtu minimal tiga bulan
bertugas, kemudian diganti lagi dengan pengawas
lainnya. Dengan demikian kata dia, pegawai pengawas
tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk '
melakukan kolusi dengan oknum-oknum yang tak
bertanggungjawab dalam transaksi material sirtu. (rd)











